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HASIL FASILITASI VERIFIKASI
DOKUMEN PERATURAN DESA JAGABAYA

TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024
Desa : Jagabaya
Kecamatan : Cimaung Diterima tanggal : .............................
: Kelengkapan
No Uraian . Ada Tidak Ada Keterangan

1 Surat Pengantar

2 | Peraturan Desa Jagabaya
tentang APBDes T.A 2024
Lampiran — Lampiran :

1 | Risalah Rapat \
2 | Daftar Hadir )
3 | Berita Acara Musyawarah {
Desa

4 | Berita Acara BPD

5 | Nota Persetujuan BPD

TIM VERIFIKASI KECAMATAN CIMAUNG

KETUA . NANAN KUSNANDI, S.Sos. f
(PIt. Sekretaris Camat)

SEKRETARIS : NANAN KUSNANDI, S.Sos
(Kasi Pemerintahan)

ANGGOTA . PENDI, S.Sos

(Kasi Pemberdayaan)
ANGGOTA . RITA LATIFAH, Dra

(Kasi Pembangunan)
ANGGOTA : YANTO MIHARJA, S.IP

(Kasi Sosial Budaya)

9670312 199703 1 004



LEMBARAN PROSES VERIFIKASI, REKOMENDASI DAN PENGESAHAN
PERATURAN DESA JAGABAYA
TENTANG
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2024

Desa : Jagabaya -
Kecamatan : Cimaung Diterima tanggal : V‘“-» ..... ROAL
Uraian/Catatan Tim Validasi (Paraf dan tanggal) Tim

%Md A 2
Mer es vy ]‘

Rekomendasi Tim ) Validasi (Paraf dan Tanggal) Tim

i 2 L’L—-i&’%//y,%

PENGESAHAN

TANGGAL : ... ... szﬂ

KETUA : NANAN KUSNANDI, S.Sos
(PIt. Sekretaris Camat)
SEKRETARIS NANAN KUSNANDI, S.Sos
(Kasi Pemerintahan)
ANGGOTA : PENDI, S.Sos
(Kasi Pemberdayaan)
ANGGOTA : RITA LATIFAH, Dra
(Kasi Pembangunan)
ANGGOTA : YANTO MIHARJA, S.IP

(Kasi Sosial Budaya)

NIP.19670312 199703 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KECAMATAN CIMAUNG
| DESA JAGABAYA
T T JI. Raya Pangalengan Km. 22 Kode Pos 40374 Telp. (022) 85938483 www.jagabaya.desa.id
Jagabaya , 28 November 2023

Nomor 142.08/33/APBDes/2023 Kepada
Lampiran  : 1 (satu) berkas Yth. Bapak Bupati Bandung
Perihal Penyampaian  Perdes tentang l(\:llelalm C

Rencana Anggaran Pendapatan amat Cimaung

dan Belanja Desa (APBDes) Di

TA. 2024.

TEMPAT.

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil musyawarah desa

Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Tahun Anggaran 2024.

1. Rencana Anggaran Pendapatan Desa Rp. 3.415.688.100,-
2. Rencana Realisasi Anggaran Belanja Desa Rp. 3.415.688.100, -

Demikian disampaikan untuk dijadikan sebagai bahan periksa, atas bantuan
dan perhatiannya kami sampaikan terimakasih.
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Tembusan disampaikan kepada ,yth :

o ON =

Bapak Bupati Bandung;

Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bandung;
Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung;
Bapak Camat Kecamatan Cimaung;

Bapak Ketua BPD Desa Jagabaya;

Bapak Ketua LPMD Desa Jagabaya.
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN DESA JAGABAYA

NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAGABAYA,

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 yang disusun  sesuai dengan  kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan  landasan  kuat dalam  melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran



10

5

12.

13.

Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa
dan Profil Kelurahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha
Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 296);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



14,

14.

1h

16.

17;

18.

19.

20.

22.

A

24,

25,

26.

27

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 03 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pemberian Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Peraturan Gubernur
Nomor 45 Tahun 2015 Tanggal 07 April 2015 tentang
Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan Tunjangan
Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi Penyelenggaraan
Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 8 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014
tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2015
tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2016 Nomor 22);



28.

29,

30.

31.

32

33.

34.

35.

36.

37,

38.

39.

40,

41.

Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bandung
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 53);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi

Dana Perimbangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2009 Nomor 19);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tata
Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 67);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pengadan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 58);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 55);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2017 Nomor 65);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Penghasilan Tetap Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun
2017 Nomor 66);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
cara Pengelolaan dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2018 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Program
Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Raksa Desa di
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 8);

Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.2/06/Kec tentang
Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawartan Desa
Jagabaya Kecamatan Cimaung Periode 2012 - 2018;

Keputusan Camat Cimaung Nomor 141.1/Kep. /Kec/2019
tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Jagabaya
Periode 2019 - 2025 di Wilayah Kecamatan Cimaung
Kabupaten Bandung; '

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
Jagabaya Periode 2020-2025;

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa;

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Revitalisasi Posyandu Di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung
Kabupaten Bandung (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor );



Memperhatikan

Menetapkan

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 01 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran
2023 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 01);

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 09 Tahun 2020 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor
09);

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor
10);

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa di Desa Jagabaya (Lembaran Desa Tahun
2017 Nomor 10);

Peraturan Desa Jagabaya Nomor 05 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah
Desa Di Desa Jagabaya;

Peraturan Kepala Desa Jagabaya Nomor 06 Tahun 2020
tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Di Desa Jagabaya;

Keputusan Kepala Desa Jagabaya Nomor 141.3/ 12/VI/2023
atas perubahan Keputusan Kepala Desa Nomor 141.1/Kep-01
/Ds.2002/1/2021 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa.

Hasil Musyawarah Desa pada hari Rabu Tanggal 28 November 2023
Tentang Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDes) Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA

dan
KEPALA DESA JAGABAYA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 dengan perincian sebagai berikut:

0
2

Pendapatan Desa Rp. 3.415.688.100,-
Belanja Desa Rp. 3.415.688.100,-
Surplus/ Defisit Rp. 0,-
Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0-



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebgaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

a
b.
c.
d.

APB Desa;

daftar penyertaan modal, jika tersedia;

daftar dana cadangan, jika tersedia; dan

daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 5
Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
Pendapatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
Kegiatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenubhi kriteria :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam raﬁgka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.



Pasal 6
Dalam hal terjadi :
a.  penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;
b.  keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perfgeseran
antar objek belanja; dan

c.  kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jagabaya.

Diundangkan di Desa Jagabaya
Pada tanggal : 28 November 2023

SEKRETARIS DESA JAGABAYA,

GALIH HENDRAWAN
LEMBARAN DESA JAGABAYA TAHUN 2023 NOMOR 08



NOTA PERSETU]Ul AN BPD JAGABAYA
NOMOR : 008/BPD/XI/2023
ATAS PENETAPAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDes
TAHUN ANGGARAN 2024
MENJADI
PERATURAN DESA JAGABAYA

TENTANG
DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

L H. Anwar Sanusi, S.Pd, MM.Pd | Ketua e T

2 Ahmad Saepudin Wakil Ketua @f

J

3 Eti Rosmanah, S.Pd.1 Sekretaris d’—

4 Rizal Rachmat Hendrajat, S.Pd.1 | Anggota Qﬁd .
¥
5 Aa Suyatman Anggota M/
{ N
Sl
\r/

6 Ade Karmana Anggota <

7 Turyana Anggota

8 Dadang Suteja Anggota ﬁM
9 Ending Sumarna Anggota ﬁ,@,\

Jagabaya, 28 November 2023

Sekretaris,

o A

r “( » ) o /
H. AMANUSI S.PD, M.MPD ROS P




KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JAGABAYA
NOMOR : 08 TAHUN 2023

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA

TENTANG

PERATURAN DESA JAGABAYA ATAS PENETAPAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

APBDES 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAGABAYA

bahwa dalam upaya memenuhi tugas, Fungsi dan wewenang BPD
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawatan Desa, maka

BPD Jagabaya menetapkan Peraturan Desa Tentang RKPDes 2024;

_ bahwa untuk hal tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan

Keputusan BPD Jagabaya Tentang Persetujuan terhadap Rancangan
Peraturan Desa tersebut.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor
125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarén Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006, tentang

Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2006 Nomor 7 seri D);



4, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007,

tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 13);

5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun

2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Memperhatikan : 1. Keputusan BPD Jagabaya No 01 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata

Menetapkan

KESATU

Kedua

Ketiga

Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jagabaya.
2. Pembahasan dalam Rapat Paripurna BPD Jagabaya tanggal
28 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Keputusan BPD Jagabaya Tentang Persetujuan Peraturan Desa
Jagabaya Tahun 2024.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jagabaya memberikan
persetujuan terhadap Peraturan Desa Jagabaya Nomor 08 Tahun
2023 Tentang : APBDes Tahun Anggaran 2024

Keputusan ini diberikan Kepada Kepala Desa Jagabaya untuk
dilaksanakan dan menjadi Pedoman dalam menjalankan roda
Pemerintahan Desa Jagabaya.

Berkas Peraturan Desa beserta Risalah Rapat Paripurna BPD Jagabaya
tanggal 28 November 2023 menjadi Lampiran Keputusan ini dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Ditetapkan Di :JAGABAYA
Pada Tanggal : 28 November 2023

Tembusan disampaikan kepada :

gr e

Yth. Bupati Bandung

Yth. Kepala DPMD Kabupaten Bandung

Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung
Yth. Camat Cimaung

Yth. Ketua LPMD Desa Jagabaya



& @7, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)
':{ H @% I~ DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG
‘f\&&fﬁj‘;{:f KABUPATEN BANDUNG
Py Sekretariat : J1. Raya Pangalengan KM.22 Bandung 40374
RISALAH RAPAT BPD
1. Jenis Rapat : Paripurna
2. Sifat Rapat : Penting
3. Hari/Tanggal : Selasa, 28 November 2023
4. Tempat Rapat : AULA Desa Jagabaya
5. Acara Rapat : Pembahasan Penetapan PERDES Tentang :
1. Penetapan Rencana APBDes Tahun
Anggaran 2024
6. Waktu : Pukul 13.00 WIB
Pembukaan : Pukul 16.00 WIB
Penutupan : Pukul 17.00 WIB
Jumlah Peserta Yang Hadir -
Anggota BPD : 09 Orang
Pemerintah Desa : 17 Orang
Undangan Orang
7. Proses Pengembilan Keputusan

1. Pandangan Umum materi yang dibahas dari pemerintah Desa oleh Kepala Desa.
Pandangan umum dari BPD yang disampaikan oleh ketua BPD

Pembacaan Kesimpulan

Penetapan rancangan materi-materi PERDES

Penyerahan materi-materi PERDES dari BPD kepada Kepala Desa

Rapat ditutup dengan penandatanganan persetujuan rancangan Perdes yang
ditetapkan.

= o

Jagabaya, 28 November 2023

Sekertaris BPD

—#

ETI ROSMANAH, S.Pd.1




DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA

Hari, Tanggal : Selasa, 28 November 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JAGABAYA

KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG
Sekretariat : Jl. Raya Pangalengan Km. 24 Bandung 40374

Tempat : Kantor BPD Desa Jagabaya
Waktu : Pkl. 13.00s/d 17.00 WIB
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 | H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.M.Pd Ketua ~A4_
2 | Ahmad Saepudin Wakil Ketua @%
)
3 | Eti Rosmanah, S.Pd.I Sekretaris d—‘
4 | Rizal Rachmat Hendrajat, S.Pd.1 Anggota 7/}%
5 | Aa Suyatman Anggota ﬂ-'(\_
6 | Ade Karmana Anggota M
N
7 | Turyana Anggota
8 | Dadang Suteja Anggota ﬂ M
9 | Ending Sumarna Anggota ﬁ ‘Q\

Jagabaya, 28 November 2023

Sekertaris BPD

7

ETI ROSMANAH, S.Pd.1



BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA (MUSDES)
DESA JAGABAYA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
APBDes TA. 2024

Berkaitan dengan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Tahun Anggaran 2024 di Desa Jagabaya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung Provinsi
Jawa Barat pada :

Hari dan Tanggal : 28 November 2023
Jam :13.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Desa Jagabaya

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok masyarakat sebagaimana Daftar Hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan.

A. Materi
1. Membabas  PIKE Des~ Ta. 2024

4. lenan datrrpan DC'H*’ ........................................................................

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pimpinan Musyawarah : H. Anwar Sanusi, S.Pd, M.Mpd dari Unsur BPD

Notulen : Eti Rosmanabh, S.Pd.] dari Unsur BPD
Narasumber : pulTr el Kebala . Des<
My dwias Mo dari Jen ewcping, Dese

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah
Desa (MUSDES) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir

dari musyawarah Dusun dalam rangka Penetapan Rancangan APBDes yaitu :
1 Teldn dibahas  MN<P Desa  TA. 2024 .

2 Telaln dilahas Usulan  Priorihs Gang slear  olickinal pask Ta- 202
3 APR Nes Ta. 2024

4 Telal. diseh i San  sshndatangani BA  Tenckaba~ At s Ta 2021

................................................................................................




NOTULEN

Kegiatan Rapat : Musdes Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2024

Hari / Tanggal L Stlas 2B NMevember 2034
Tempat : Aula Desa Jagabaya
Acara : 1. Sembukaare

Ketua L He kot Sanusi S DM M. L.
Sekretaris/ Notulen : .. B3 .. Rosmanah., .0t .

Peserta Rapat ) Orang
° rA 97"0%(4@ C‘l("ﬂgan u.c'n Jorn gﬂmﬂ’,ﬁlﬂ l?{tfgﬁ ~- SAMA

o Camudan Wepala Desa
Yeng appaik an | pradangan | Hwum bentangy  AREDO TA -
D

..... aile  Stsvai  dennan  hemiwan - Wraturan | Yarg | bl
a3 2 2 SO
Dalam. belaksanann  Kepintan bembangunm  Todik . wolon
plirtlan | asgaclat e Yar o Suaya tatioat
Nannanng  Balam  belalsanaca | dan  \emannsan  Scrb
ﬁ"l?w._mj emeli haraan “

inan Rapat NOTULEN

, s -
/4 7

e O
SIAMEVAR sANUSL, S.PD, MMPD ETI ROSMANAH. S.Pd.1




PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

E KECAMATAN CIMAUNG
s e
DAFTAR HADIR
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DOKUMENTASI PENETAPAN
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2024




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DES#
PEMERINTAH DESA JAGABAYA KECAMATAN CIMAUNG

TAHUN ANGGARAN 2024
Jenis APBDes : APBDes AWAL
ANGGARAN
HODE URAIAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
s PENDAPATAN 3.415.688.100,00
42. Pendapatan Transfer 3.415.688,100.00
4.21. Dana Desa 1.603.586.000,00
4.21.01. Dana Desa 1.603.586.000,00
01. Dana Desa DDS 1ls 1.603.586.000,00 1.603.586.000,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 322.020.800,00
42201 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 322.020.800,00
01. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten PBH 1ls 322.020.800,00 322.020.800,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.265.081.300,00
4.23.01. Alokasi Dana Desa 1.265.081.300,00
01. Alokasi Dana Desa ADD 1ls 1.265.081.300,00 1.265.081.300,00
4.24. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00
4.24.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 130.000.000,00
01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi PBP 1Ls 130.000.000,00 130.000.000,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 95.000.000,00
4.2.5.01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 95.000.000,00
/jr.-—m._@ntuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Rota PBK 1ls 95.000.000,00 95.000.000,00
‘7; gﬁ‘ﬂl&lﬁs’\auuuﬂ PENDAPATAN / 3.415.688.100,00

\Z

Jagabaya, 29 Nopember 2023

SEKI

DESA

ENI WAN

28/11/2023 14:54:50

Halaman 1




LAMPIRAN

PERATURAN DESA JAGABAYA

NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAGABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes AWAL

KODE REK URAIAN A"?g:‘;“\" KETERANGAN
1 2 3 4
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 3.415.688.100,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.415.688.100,00
5. BELANJA
51. Belanja Pegawai 731.843.600,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.201.757.500,00
5.3. Belanja Modal 1.293.941.000,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 188.146.000,00
JUMLAH BELANJA 3.415.688.100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANM 0,00 /
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LAMPIRAN
PERATURAN DESA JAGABAYA
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JAGABAYA
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes AWAL
W URAIAN m‘:‘;ﬁm SUMBERDANA
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Transfer 3.415.688.100,00
JUMLAH PENDAPATAN 3.415.688.100,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.378.087.700.00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 1.182.084.700,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70.000.000,00 | ADD, PBP
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 70.000.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 551.050.000,00 | ADD, PBP
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 551.050.000,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.427.200,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 3.427.200,00
1.1.04 Se;}!)ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 91.806.700,00 | ADD, PBH
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 91.806.700,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 107.366.400,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 107.366.400,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 21.000.000,00 | ADD, PBP
m, Listrik dll)
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 289.334.400,00 | ADD
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 289.334.400,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 48.100.000,00 | DDS
a
1.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 48.100.000,00
1.2, Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 87.540.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 81.300.000,00 | PBH
1.2.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00
1.2.01 | 5.3. Belanja Modal 61.300.000,00
1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 6.240.000,00 | PBH
1.2.02 | 53. Belanja Modal 6.240.000,00
1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 33.100.000,00
dan Kearsipan
1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 3.100.000,00 | PBH
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KODE

ANGGARAN

REKENING URAIAN (Rp) SUMBERDANA
1 2 3 4 5
1.3.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 30.000.000,00 | ADD
1.3.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00
1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 53.363.000,00
dan Pelaporan
1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 14.000.000,00 | PBH
Reguler)
1.4.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00
1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.500.000,00 | PBH
14.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
1.4.04 jzrgusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 6.263.000,00 | PBH
1.4.04 | 5.2, Belanja Barang dan Jasa 6.263.000,00
1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 1.200.000,00 | PBH
arakat
1.4.07 5._2, Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.900.000,00 | ADD, PBH
1.4.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00
1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan 22.500.000,00 | ADD
& BPD
1.4.10 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00
1.5. Sub Bidang Pertanahan 22.000.000,00
1.5.01 Sertifikasi Tanah Kas Desa 22.000.000,00 | ADD
1.5.01 | 5.3. Belanja Modal 22.000.000,00
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.311.900.000.00
21. Sub Bidang Pendidikan 39.900.000,00
2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 13.000.000,00 | ADD
a (Honor, Pakaian dll)
2101 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
2.1.08 Pen)geloiaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman B 21.500.000,00 | DDS
aca
2.1.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00
2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 5.400.000,00 | PBH
2110 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00
2.2. Sub Bidang Kesehatan 220.600.000,00
2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 35.000.000,00 | bps
KB, dsb)
2201 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00
2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 65.300.000,00 | ADD, DDS, PBP
2202 ) 5.2. Belanja Barang dan Jasa 65.300.000,00
2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka 105.300.000,00 | DDS
der Kesehatan dll)
2203 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 105.300.000,00
2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 15.000.000,00 | DDS
Posyandu/Polindes/PKD **
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. URAIAN m“:‘:ﬁm SUMBERDANA
1 2 3 4 5

2209 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 352.500,00

2209 | 53. Belanja Modal 14.647.500,00

2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 921.500.000,00

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 576.500.000,00 | DDS, PBP

2.3.10 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00

2.3.10 | 5.3. Belanja Modal 572.360.000,00

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 82.500.000,00 | DDS
Permukiman **)

2311 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00

2311 | 5.3. Belanja Modal 80.940.000,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 65.000.000,00 | DDS

2312 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00

2312 | 53. Belanja Modal 64.160.000,00

23.13 !:’.?mbangunanIRehabiIitasifPaningkatan!Pengerasan Jembatan Milik Desa 180.000.000,00 | DDS

2313 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.659.500,00

2.3.13 | 5.3. Belanja Modal 177.340.500,00

2.3.15 ﬁe)mbangunanIRehabilitasifPeningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 17.500.000,00 | ADD

2.3.15 | 5.3. Belanja Modal 17.500.000,00

2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 95.000.000,00

2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 75.000.000,00 | PBK
k Huni GAKIN

24.01 | 53. Belanja Modal 75.000.000,00

2412 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah 20.000.000,00 | PBK
Tangga **)

2412 | 53. Belanja Modal 20.000.000,00

2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 34.900.000,00

2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII) 19.400.000,00 | PBH, PBP

26.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00

2.6.04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 15.500.000,00 | PBH

2.6.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 201.554.400.00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 7.500.000,00
Masyarakat

3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 7.500.000,00 | ADD

3.1.01 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

3.2, Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 55.000.000,00

3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 5.000.000,00 | PBH

3.201 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 50.000.000,00 | PBH
T RI, Raya Keagamaan dll)

3203 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
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oL URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 5
33. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 16.000.000,00
3.3.01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K 7.000.000,00 | PBH
ec/Kab/Kota
3.3.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00
3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 9.000.000,00 | PBH
3.3.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00
3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 123.054.400,00
3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 18.966.400,00 | ADD
3402 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 18.966.400,00
3.4.03 Pembinaan PKK 104.088.000,00 | ADD, PBH
3403 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 104.088.000,00
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 336.000.000.00
4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 256.000.000,00
4.2.02 Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) 256.000.000,00 | DDS
4202 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 73.547.000,00
4202 | 5.3. Belanja Modal 182.453.000,00
4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 80.000.000,00
4.7.04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom 80.000.000,00 | DDS
i produktif
4704 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00
] 188,146.000.00
5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9.586.000,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 9.586.000,00 | DDS
5.1.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 9.586.000,00
5.2. Sub Bidang Keadaan Darurat 12.960.000,00
5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat 12.960.000,00 | PBH
5.2.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 12.960.000,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 165.600.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 165.600.000,00 | DDS
5.3.00 | 54. Belanja Tidak Terduga 165.600.000,00
JUMLAH BELANJA 3.415.688.100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARANM

29/11/2024 16:44:01
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